






Zan Susilo Wahyu MutaqinKunta Wibawa Dasa Nugraha

Kepala Biro Keuangan
dan Barang Milik Negara,

Sekretaris Jenderal,

Jakarta, Januari 2025

Pihak PertamaPihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang te1ah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Jabatan

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Sekretaris J enderal

Nama

selanjutnya disebut pihak pertama

Jabatan

: Zan Susilo Wahyu Mutaqin

: Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Nama

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

SEKRETAEcrATJENDERAL

Kemenkes



8asaran 8trategis/
Indikator 8asaran Target

No. Program/8asaran Program/
8trategis/lndikator Kinerja IKK

Kegiatan/8asaran Kegiatan
Program/Indikator Kinerja 2025

Kegiatan

(1) (2) (3) (4)

A. 8asaran 8trategis (10)

Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan
promotif preventif

I. Pelayanan Kesehatan dan JKN

Terpenuhinya pembiayaan Kesehatan pada kegiatan promotifdan preventif
dalam mencapai UHC

1. Kegiatan : Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Sasaran Kegiatan : Menguatnya Jumlah penduduk yang 96,8
Pembiayaan JKN/KIS menjadi peserta PBImelalui

JKN/KIS (Juta Jiwa)

2. Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Sasaran Kegiatan : Menguatnya Jumlah dokumen dukungan 12
dukungan pelaksanaan jaminan pembayaran jaminan
kesehatan kesehatan

B. 8asaran 8trategis (17)

Meningkatnya tata kelola Indeks capaian tata kelola 86
pemerintah yang baik Kementerian Kesehatan yang

baik*)

I. Program Dukungan Manajemen

Sasaran : Meningkatnya NilaiReformasiBirokrasi 90,01
koordinasi pelaksanaan tugas, Kementerian Kesehatan*)
pembinaan dan pemberian Realisasi Anggaran 96%
dukungan manajemen Sekretariat Jenderal*)
Kementerian Kesehatan

Opini Badan Pemeriksa Indeks 4
Keuangan atas Laporan (WTP)
Keuangan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Biro Keuangan

dan Barang Milik Negara,

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

729.898.000

21.158.281.000

2. Dukungan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rp.

3. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Rp.
dan Barang Milik Negara

Anggaran

Rp.48.964.000.000.000

Kegiatan

1. Pembiayaan JKNjKIS

*) BIro Keuangan dan Barang MilikNegara sebagai supportinq unit

SasaranStrategjs/
Indikator Sasaran Target

No. PrograD!/SasaranPrograD!/
Strateps/Indikator Kinerja IKK
PrograD!/Indikator Kinerja 2025Kegiatan/Sasaran Kegiatan

Kegiatan

(1) (2) (3) (4) .

1. Kegjatan : Pembinaan Pengelolaan AdD!inistrasi Keuangan dan Barang
Milik Negara
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase satker kantor 100
Kualitas Pengelolaan Keuangan dan pusat dan kantor daerah
Barang Milik Negara (BMN)di dengan nilai Indikator
lingkungan Kementerian Kesehatan Kinerja Pelaksanaan
sesuai ketentuan Anggaran (IKPA)>=80

Persentase Nilai Barang 100

., Milik Negara (BMN)yang
telah diusulkan Penetapan
Status Penggunaan (PSP)
sesuai ketentuan

Realisasi Anggaran Unit 96%
kerja

Nilai Kinerja Penganggaran 80,1
Sekretariat Jenderal*)

Nilai Indeks Pengelolaan di atas
Aset (IPA)Kementerian rata-
Kesehatan rata

..



.3 Kemenkes
PER*IAITJIAIT KINER.'A TAIIUN 20/25

BIRO HUKUM

SEffiJENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akarntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama : Indah Febrianti

Jabatan : Kepala Biro Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dal€un rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Jakarta, Januari 2025
Pihak Pertama

Kepala Biro Hukum,

Indah



PER.IAIYJIAN KINER.IA TAIIUN 2O2S
BIRO HUKI'M

*) Biro Hukum sebagai supporting unit

llo.

Sasaran
Strategis / Program / Sasaran

Program/Kegiatan/
Sasaran Kegiatan

Indikator Sasaran
Strategis I Indikator KinerJa
Program / Indikator Kinerja

Kegiataa

Target
IKII 20/25,

(1) (2) (3) (41

A. Sasaran Strategis lLTl
M eningkatnya tatakelola
pemerintahan yang baik

Indeks capaian tata kelola
Kementerian Kesehatan yang baik*)

86

I Program Dukungan ManaJemen

Sasaran Program:
M eningkatnya koordinasi
pelaksanaan ttrgas,
pembinaan dan pemberian
dulmngan manajemen
Kementerian Kesehatan

Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan*)

go,o 1

Realisasi Anggaran Sekretariat
Jenderal*)

960/o

1 a Kegiatan: Perrmuaan Produk Hukum dan Advokasi Hukum

Sasaran Kegiatan:
Meningkatnya lmalitas
produk hukum dan
pelaksanaan advokasi
hukum

Indeks Reformasi Hukr:m 68

Persentase penanganan perkara
hukum bidang kesehatan yang
telah selesai

67o/o

Nilai Kinerja Penganggaran
Sekretariat Jenderal*)

80 , 1

Realisasi Anggaran Unit Kerja 960/o



Kegiatan

Perumusan Produk Hulmm dan Advokasi Hukum

Anggaran

Rp. 6.70I.694.000

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal,

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Biro Hukum,

Kunta trIibawa Dasa Nugraha Indah





























































































 

 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

PUSAT PEMBIAYAAN KESEHATAN 

SEKRETARIAT JENDERAL 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah 

ini:  

 

 Nama  : Ahmad Irsan A. Moeis 

 Jabatan  : Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan   

 selanjutnya disebut pihak pertama  

 

 Nama   : Kunta Wibawa Dasa Nugraha 

 Jabatan   : Sekretaris Jenderal   

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua  

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.  

 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.   

 

                   Jakarta,     Januari 2025  
 
             Pihak Kedua   Pihak Pertama 

        Sekretaris Jenderal, Kepala Pusat Pembiayaan 

 Kesehatan,  

    

       

 

 

 

 Kunta Wibawa Dasa Nugraha                    Ahmad Irsan A. Moeis 

 

 

 



 

  

    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  

PUSAT PEMBIAYAAN KESEHATAN 

 

No. 

Sasaran 

Strategis/Program/Sasaran 

Program/Kegiatan/Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Sasaran 

Strategis/Indikator Kinerja 

Program/ Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target  

IKK  

2025 

(1) (2) (3) (4) 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1.  

Terlaksananya dukungan 

pembiayaan & jaminan 

kesehatan 

Persentase  belanja kesehatan  

Out of Pocket (OOP) pelayanan 

kesehatan kuratif pada 

masyarakat berpengeluaran 

40% terbawah 

 

2,06 

 

Persentase RS provider JKN 

yang melakukan skema selisih 

biaya bersama AKT 

2 

2.  

 

Menguatnya Pembiayaan 

JKN/KIS 

Persentase peserta Penerima 

Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI JK) yang 

dibayarkan iurannya 

99,2 

 

Persentase peserta Pekerja 

Bukan Penerima Upah dan 

Bukan Pekerja (PBPU dan BP) 

Kelas III yang dibayarkan 

iurannya 

100 

 

3.  

Terlaksananya penguatan 

implementasi pembiayaan dan 

jaminan kesehatan 

Persentase pertumbuhan 

belanja kesehatan dari sektor 

publik 

5 

Persentase pertumbuhan 

belanja kesehatan dari sektor 

non publik 

1 

4.  

Meningkatnya koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan 

dan pemberian dukungan 

manajemen Kementerian 

Kesehatan 

Realisasi Anggaran Sekretariat 

Jenderal *) 

96% 

 

 

 

 

 



 

Kegiatan Anggaran 

1. Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan 
Jaminan Kesehatan 

2. Dukman Pelaksanaan Program  

Rp. ................. 

Rp. ................. 

 

  

               Jakarta,     Januari 2025  

 

          Pihak Kedua 

      Sekretaris Jenderal, 

 

 

 

 

 

 

Kunta Wibawa Dasa Nugraha 

        Pihak Pertama 

       Kepala Pusat Pembiayaan  

Kesehatan   

 

 

 

 

 

 

         Ahmad Irsan A. Moeis 
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